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Inefistens: kelembapaan bath di tingkat pusat maupun di daerak, meripatars kemvalaan lain dalam sistem
penvelenggaraan pemeriniahen dan pembangenan di Indonesia. Barnak sexali et yang semesiingg
fidak ada tetam dibentuk juga, yang sebenarrva tidak melahikan pervelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan mensad! lebih baik Dalam kattan ini, kebijaksancan otonomi doeral yang digutivkan
pemerinteh sejok tahun 1999, berakibot kepado_format kelembagoon doeral. Sebenariya hal ini wajar
karena krwengngan doerah kabupatenscata semokin bertambah sehingga perln dilakukan penalaan
kelembaguan vang ada. Yong mernjadi masaloh adalal ke geantaee kelembagaan bukan berarieniasi
kebuthan pelavanan kepods masvarakar, mefainkan bagi-bapi harkar, berkat, martabat, dan jabatan

Fermasalahan i nampaknva fecadi di beberapa daerah, meskipun pada deratal vang berbeda-heda

Hazil kajtan vang dilakudan menunjukbon. bahwa walcugun persepsi pefabat  dasrall memujukharnt
adorva gty kesepokatan mespenal fokror-fakior varg hanis dipertimbangkon delow melokukan
perataan helembagaan daerah, nomun lermvala jidek temua doerall memperhatikan folior-fakior
tecsebut. Selain iy, prinsip-prinsip dan langhah-langhkah vang haris ditempuh dalum melakukan
penaican kelembagaan, tidak ditiekekan oleh semua daerah, selinggatmpl ot Hnglkup beban dan volume
Kerja vamg dimiliki oleh helembagaan yang identik dalam nomenklatirnva, Hidak serta meria memphnyal
bobar dan volume keria vang berbeda. Demikian juga, terdapar nomenkiatur belembagoan yang berboda,
namur bobot den volume kerjanya velatif sama. Dilthat duri dimenst ing, penataan kelembagaan daerah
belim dilakukan secara ofision. efektif, dan berkeadilan,

——  _—————————————————  ————— -

Pertimbangan Teoritis & Normatif Dalam

meleinkan lebih mengedepankan emosional.
Penataan Kelembagaan

Sementara itu daerah-daerah vang mencoba
memperhatikan aspek-aspek rasionalitas,

Lahimya UL Nomor 22 Tahun juge tidak melahirkan suarih format

1999 telah menimbulkan reaksi pemérintah
daerah untuk melakukan penataan kelem-
bagaannya. Memang, kenyataan ini logis,
karena LU ini pada dasarnya telah merubah
format kewenangan vang dimiliki oleh
daerah. Namun, vang jadi permasalahan
adalah proses penataan vang dilskukan oleh
beberapa daerah sering kali tidak didasari
oleh pertimbangan-pertimbangan rasional,
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kelembagasn yang optimal yang memenuhi
kriterin keadilan dan efisiensi, sebagaimana
hasil kajian penulis yang dilakukan di 4
kabupaten dan 3 kota di Jawa Barat, yaitu
Kabupaten Bandung, Kabupaten Cianjur,
Kabupaten Ciamis, Kabupaten Subang, Kota
Bogor, Kota Cirebon, dan Kota Bekasi.
"Kewenangan Daerah” sebenamya
tidak berarti semua kegiatan dalam lingkup



VWacana Kinerja, Vol 5 Momor 1, Maret 2002 73 - B4

kewenangan terscbut secara ieknis
operasional harus dilaksanakan oleh
pemeriniah daerah. Sama halnva dengan
pemahaman “dikuasai oleh negam® dalam
konteks pasal 33 UUD 1945, pdak berarti
harus se¢lalu dibentuk BUMN untuk
mengelola cabang-cabang produksi vang
penting dan menguasai hajat hidup orang
banvak

"Kewenangan Daerah" seécara
leknis operasional dapal dilaksanakan oleh
pihak lain (baca: swasla dan masyvarakat).
dengan kendali pengaturan oleh pamenmiah
dagrabh. Imphkasinya. daerah sevogyanya
melakukan pemilahan terhadap kegiatan
dalam setiap lingkup Kewenmangan, mana
vang dapat diprivatkan dan mana vang mesti
dilaksanakan oleh pemenniah daerah
langsung. Kegiatan vang bersifat penga-
turan, pembinaan. dan penjinan nampaknya
harss tetap dilaksanakan oleh pemerintah
daernh. Sedangkan beberapa kegiatan vang
bersifat icknis operasional kemungkiandapat
difaksanakan oleh pihak lain (swasta dan
masyarakat) atau diselenggamkan dengan
pola kemitman antara pemerintabh dengan
swasia

Sebagal conloh, beberapa kegiatan
dalam lingkup Kewenangan Bidang
Pendidikan, dapat dilakukan olch swasta dan
masyarakat. Munculnva berbagai pendidikan
formal non-pemenniah. secara empink
menunjukkan peluang vang besar pelayanan
pendidikan dapat dilakukan oleh pihak lain,
disamping oleh pemerintah sendiri.
Demikian juga. banvaknya mumah sakit
swasta, poliklinik swasta, dan tempat
hersalin swasta. mengin-dikasikan begiiu
besamva mimal swasta untuk tergjun dalam
produksi lavanan keschatan.

Algs dasar alasan imi, pemikiran

mengenai perlunyai privatisasi pelayanan,
perlu dipertimbangkan, dengan fteiap
mengacu kepada asas optimalisasi keman-
faatan untuk umum (social benefit).
Sepanjang dapat memberikan manfaal yang
lebih besar untuk masvarakat, maka suatu
lavanan dapat diswastakan,

Untuk it empat klasifikasi produk
vang dikemukakan Savas (Privalization,
1987) dapat dijadikan instrumen untuk
memilah jenis-jenis lavanan dalam semusa
lingkup kewenangan pemenniah daerah
Private goods. vaitu barang yang dikonsumsi
secara individual, dan orang vang ingin
memperalehinya perlu mengeluarkan biava
Hamipir sermua jenis layanan yang disediakan
oleh swasta, termasuk kategon imi. Comeron
poofl gopds, barang vang dikonsums: secara
individual dan untuk memperolehnya tdak
periu mengeluarkan biava Kekayaan laut.
udara. dan lainnya, merupakan contoh untuk
kelompok imi. Toll goods, bamang vang
dikonsumsi secara hersama-sama (kolzkiif)
dan orang yang mginmemperolehnva hanis
mengeluarkan biava. contohova layanan
televisi saat in. Terakhir, eollective goods,
barang vang dapat dikonsumsi secara
kolektif dan untuk memperolehnva tdak
diperlukan biava. Contoh uniuk jenis ini
adalah wrusan pertahanan, patroli polisi,
pemadam kebakar-an. dan sebagainya,

Aias dasar klasifikasi im, lavanan
yang berupa privaie goods, swasta lebih
memungkinkan untuk mengelolanya.
Mekanisme harga akan membernkan simval-
sinval keuniungan bagi pengusaha untuk
masuk dalam industri ini. Sebaliknya
layanan vang berbentuik collfective goods,
kecil kemungkinan untuk dilakukan oleh
swasta. Dalam hal ini pemerintah mau tidak
mau berkewajiban untuk menyclengga-
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rakanmya.

Setelah kewensngan Pusat dan
Provinsi diidentifikas] melalui PP Namor 23
Tahun 2000 sebagai tidak lanjut pasal 11 UU
MNomor 22 Tahun 1999, difehami bahwe di
luar semua i, termasuk kewenangan
kabupaten/kota, Meskipun demikian, tidak
berarti semua kewenangan harus
dilaksanakan. Apabila masvarakat tidak
membutuhkannva, tidak perlu dize-
lenggurakan.

Ketidakbutuhan masyarekat bisa
disebabkan oleh dua hal. Pertama, karena
dagrah tidak memiliki basis kewenangannya.
Misalnya, daerah yang tidak memiliki
wilavah perairan laut, tidak periu dibentuk
mstitus] vang mengurusi kewensngan ini,
meskipun merupakan kewenangan daerah.
Kedua, karena masvarakat sudah mampu
menyediskan sendiri, tanpa bantuan
pemerintah, Dalam hal ini, jika suatu saat
masvarakat mampu mengelola sendini
kebersihan lingkungannyva, maka tidak periu
lagi dilaksanakan pemerintah daerah.
Serahkan saja kepada masvarakat/swasta.
Pemerintah bertindak sebagal pengatur dan
pemungul pajak. Atas dasar ini, maka
keburuhan riel harus menjadi pertimbangan
pertema dalam menata kelembagean daerah.

Selanjumya, kewenangan dacrah,
selain tidak bermakna harus selalu
dilaksanakan secara teknis operasional oleh
Pemerintah Daerah, juga tidak menetapkan
jenis kelembagaan vang harus dibentuk.
Dinas, sub dinas, bidang, badan, kantor,
bagian, atau bentuk kelembagaan lainnya.
Dus. kalaupun suatu kewenangan akan
dilaksanakan oleh pemerintah daerah tidak
mesii berbentuk dinas. Dalam konteks ini,
beban pekerjnan mesti menjadi bahan
pertimbangan kedua dalam menentukan
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format kelembagaan daerah, Makin besar
beban kerja, makin tinggi peringkat
kelembagaan yang dibentuk. dan sebaliknya
jika beban kerja kecil.

Tolok ukur yang dipergunakan
bervariasi, tergantung kepada kewena
ngannya. Kewenangan dalam Bidang
Pertanian misainya, dapat menggunakan
tolok ukur luas areal pertanian atau jumlah
masvarakat vang bekerja pada sektor
pertanian. Demikian pula, kewenangan
dalam Bidang Pendidikan, dapat
mengunakan jumlah usia sekolah sebagal
tolok ukum

Kemudian, atas dasar pemikiran
bahwa tidak semua kewenangan harus
diselenggarakan dalam wadah kelembagaan
vang berperingkat sama, maka dengan alasan
efisiensi dan efektivitas perlu dilakukan
analisis homogenitas scbagai pertimbangan
ketiga. Artinya, kewenangan wvang relatif
sama, dan beban kerja masing-masing yang
relatif kecil dapat digabung dalam suatu
kelembagaan jenentu. Misalnya, apabila
beban kerja kewenangan Bidang Pertanian
dan Bidang Perikanan relatif kecil, tidak
periu masing-masing dibentuk dinas, cukup
satu dinas saja, Dinas Pertanian dan
Perikanan. Di dalamnva terdapat Sub Dinas
Pertanian dan Sub Dinas Perikanan. Kriteria
vang dapat digunakan untuk analisis homo-
gemtas, antara lain: Perramia, kesamaan
basis kewenangan utama, misalnya
kewenangan Bidang Kependudukan dan
Ketenagakerjaan sama-sama berbasis
penduduk. Bidang Pertanian dan
Perkebunan, sama-sama berbasis lahan,

Kedua, keterkaitan Kewsnangan.
Kewenangan-kewenangan vang memiliki
keterkaitan wang erat, meskipun tdak
memiliki basis kewenangan utama vang
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sama, dapat digabungkan Misalnya,
keterkaitan antara kewenangan Bidang
Penanaman Modal dengan Bidang Industri
dan Perdagangan. Dalam kondisi saat Ini,
perkembangan industri dan perdagangan
sangnt ditentukan oleh arus investasi yang
masuk. Dengan demikian, ketiza kewe-
nangan tersebut dapat digabung dalam satu
institusi.

Ketiga, homogenitas produk
layanan. Produk |ayanan perijinan misalnva,
dnpat diga-bung dalam satu kelembagaan
dengan sistem Manajemen Satu Atap, Sistem
Perijinan Terpadu. atau terminologi lain vang
relevan. Demikian pula homogenitas
konsumen dapat dijadikan kriteria keempat
sebagai bahan pertimbangan untuk
penggabungan kelembagaan.

Kondisi Empirik Penataan Kelembagaan
Daerah

Dari persepsi pejabat di ketujuh
dasrah tersebut, dapat diidentifikasi bahwa
implikasi pemberlakukan UL Nomor 22
Tahun 1999 dapar diklasifikasikan kedalam 4
kelompok besar, vaitu: Perrama, perubahan
kewenangan dan beban kerja, kedua
perubahan kelembagaan dan jabatan
struktural serta eselonisasi, keviga perubahan
jumiah pegawal, dan keempar peribahan
anggaran.

Ferubahan kewenangan daerah
telah tercantum dalam peraturan perundang-
undangan vang ada Pada dasamya semua
kewenangan adalah milik daerah
kabupaten/kota, kecuali 5 bidang
kewenangon yang dimiliki oleh pemerintah
pusat (vaitu kewenangan bidang politik luar
negeri, hidang fiskal dan moneter, bidang
agama, bidang hukum dan peradilan, sera

kewenangan bidang pertahanan dan
keamanan), semua kewenangan vang diatur
dalam PP Nomor 25 Tahun 2000 Tentang
Kewenangan Pemerintah dan Propinsi, dan
kewenangan-kewenangan yang semestinya
merupakan kewenangan daerah kabupaten/
kota namun belum mampu atau tidak mampu
untuk dilaksanakan oleh kabupaten/kota.
Perubahan kelembagaan, jabatan
strukiural, dan eselonisasi, serta perubahan
jumlah pegawai dan jumliah anggaran, antar
daerah bervariasi, karena memang tidak
digtur secarn rinci dalam suatu peraturan
perundang-undangan dari pemerintah pusat,
dan daerah diberikan keleluasaan untuk
mengaturnya, Perubahan ketiga aspek ini
lebih merupakan implikasi dan terjadinyva
perubahun kewenangan. Realita perubaban
ketiga aspek ini, dapat diikuti pada
pembahasan dan analisis berikut.

e Perubalan Jumlah dan Strukiur
Kelmbngnan ﬂ'qemh

Terjadi perubahan kelembagaan
hampir di ketujuh daerah penelitian pasca
pemberlakukan UT Nomor 22 Tahun 1999,
méskipun secara umum perubahan tersebut
tidak terlalu cignifikan. Dari enam daerah
vang menampilkan data kuantitatif mengenai
Jumlah kelembagaan, 3 daemh diantaranya
mengalami pengurangan jumlah kelembaga-
an, 2 daerah tetap, dan | daerah mengalami
penambahan. Ini artinya, bahwa penambahan
kewenangan, tidak serta merta direspon
dengan penambahan jumizh lembaga.

Selanjutnya, jumlah jabatan
struktural juga secara umum berkurang. Hal
ini berarti, bahwa peningkatan jumlah
kewenangan vang dimiliki oleh daerah
kabupaten/kota selain direspon dengan
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pengurangan jumlah kelembagan juga
ditanggapi dengan pengurangan jumlah
jabatan struktural. Ini sejalan dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000
Tentang Organisasi Perangkat Daerah, vang
menghapus jabatan strukiural eselon V.

Dilihet dari dimensi ini, nampak
terjadi perubahan pola umum penataan
kelembagaan daerah, dari semula berupava
menambah kelembagaan dan porsi jabatan
struktural, menjadi pola penataan
kelembagaan yang mengarzh Kkepada
rampmg sruktur keva fumgsi, meskipun
dalam beberapa hal, pertimbangan rasional
vang ditujukan untuk membentuk
kelembagaan ramping sirukiur kava fungst
itu belum dilaksanakan,

Selain itu, dapat dilihat pula bahwa
sebelum pelaksanaan otonomi daerah, tidak
ada eselon | di daerah kabupaten/kota, dan
setelah kebijekan otenomi daerah
diberlakukan, sekretaris daerah
kabupaten'kota yang semula esslon IIB
berubah menjadi eselon 1LA. Hal ini beriaku
di semug daersh. Eselon 1B sebelumnya
hanya seorang yaitu sekda, namun setclah
otonomi, semua kepala dinas, badan, dan
lembaga setingkat, berubah dari eselon T1LA
menjadi eselon [1B, sehingga jumlah eselan
IIB di semua daerah mengalami lonjakan
sesuai dengan jumlah dines, badan, dan
lembaga vang dibentuknya:. Meskipun
perubahan ini hanya bersifar perubahan
eselon, namun dalam realita ternvata
kelembagaan DIBALE (Dinas, Badan, dan
Lembaga), vang dipimpin oleh Eselon IIB
vang semula eselon I1IA, juga mengalami
peningkatan yang tajam. Sementara itu, jika
dilihat dari jumlah kelembagaan secara total
mengalami penurunan. Dari kedua fenomena
itu dapat disimpulkan, bahwa ada kecen-
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derungan dalam melakukan penataan
kelembagaannya, daerah melakukan
penghapusan terhadap beberapa
kelembagaan di bawah tingkat DIBALE,
namun pada saal vang sama menambah
kelembagaan setingkat DIBALE. Atau
terjadi penggabungan beberapa
kelembagaan dibawah tingkat DIBALE
menjadi kelembagaan setingkat DIBALE.
Pengurangan kelembagaan dibawah tingkat
DIBALE lebih banyak jika dibandingkan
dengan penambahan kelembagaan setingkat
DIBALE.

Eselon 1llA mengalami
peningkatan vang sangat tajam jika
divandingkan dengan kondisi sebelumnya
Demikian juga jika dibandingkan dengan
jumlah eselon [11B sebelum penataan (yang
menjadi cikal bakal eselon I11A). Hal ini
menunjukkan terjadinya pembengkakan
struktur organisasi pada level menengah
Pembengkakan imi disebabkan adanya
pengeabungan instansi vertikal kepada
instansi daerah; sehingga nomenklatur
Bagian a2tsy Sub Dinas atau vang setinghkag
dengan itu pada suatu DIBALE meniadi
meningkat, disamping adanya nomenklatur
baru seperti Wakil Kepala.

Eselon 1B di beberapa daerzh
mengalami peningkatan dibandingkan
kondisi sebelumnya. Hal ini menunjukkan
bohwa terjadi penambshan nomenklatur
pada level ini. Namun, jika dibandingkan
denpgan eselon IVA sebelum penataan,
jumlah eselon IIIB jauh lebih sedikit.
Kalaulah eselon IVA sebelum penataan
merupakan cikal bakal eselon 1B pasca
penataan, berarti hanya sebagian kecil saja
tiebih kurang 2% saja) pejabat eselon TVA
vang dinaikan menjadi eselon [1IB
sedangkan selebihnya tetap dengan pindah
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tempal. atau justru dibebaskan dari jabatan
struktural. Jumlah esclon IVA dan IVB
mengalami perubahan yang bervanasi antar
daerah, sesuai dengan kebutuhannya.
Sementara itu, hampir di semua dasmah
survey, eselon V' ielah dihapus-kan

Teradinva pemambahan kelemba-
gaan setingkat DIBALE dan penggabungan
atau penghapusan kelembagaan di bawah
tingkat DIBALE, dapat diinterpretasi
schagai berikut: Fertama, untuk
mengakomodasi peningkatan kewenangan
Aninya, karena kewenangon daerah makin
luae, maka status kelembagaan vang ada
perlu ditingkatkan dan semmula dibawah
tingkat DIBALE, menjadi sestingkal
DIBALE. Aedua, penambahan kelembagaan
sctingkat DIBALE dimaksudkan untuk
mewadaln parn pejabat siruktural pada
tingkat eselon 11R. vang berasal dan pama
pejabat puncak pada intitus pusat vang ada di
daerah vang kemudian berubah menjadi
institusi dacrah (semacam Kantor
Departemen). Sementara itu, sebagian besar
pejabat tngkatl bawah (lower managemeni)
tidak diakomodas: sama sckali atau
dinaikkanesclonnya

Ketiga, dilihat dari perubahan
jabatan struktuml nampak ada keceénde-
ningan daerah untuk meningkatkan stalus
dan jumlah eselon pada level menengah ke
atas, Hal ini dapat ditangkap scbagai jawaban
dnerah terhadap pernturan perundangan vang
mengharuskan  dibapuskannya esslon W
Dampak positif dan negatif dari
kecenderungan ini, dapat dilihat dari
berbagai sisi. Aeempat, jika dilihat dan sisi
kelembagaan. nampak ada efisiensi jumlah
kelembagaan. Terjadi perubahan pola
penataan kelembagaan (seperti dikemnka-
kan sebelumya), vaitu dar pola pembentukan

kelembagaan vang kaya strukiur, menjadi
miskin struktur tetapi kaya fungsi.

Kelima, dilihat dan sisi pelayvanman.
ada kemungkinan terjadi perubahan sistem
dan mekanisme pelayanan menjadi semakin
sederhana. dengan asumsi banyaknya
struktur organisast bemrti banyaknya jalur
pelayanan vang harus ditempuh. Namun,
sebenarmya kondisi ini tidak mutlak, apabila
struktur organisasi ditojukan untuk
spesialisasi. maka pengurangan struktur pada
level bawah justra akan memperlambat
proses pelavanan Keenam, meningkatnya
eselon pada berbaga level strukiur,
henmplikasi kepada meningkatnya jumiah
rupiah tunjangan jabatan. Makin tinggi level
siruktural vang dipegang makin tinggi
tunjangan jabatan yang akan diterima. Dan
gisi imi justru lerjadi pemborosan dana
masyarakat. Analisis lebih fajam mengenai
hal inl akan divraikan benkutnyva,

e Perubahan Jumiah Pegaovai Daerah

Sclain berimplikasi kepada
perubahan kelembagaan, perubahan
kewenangan semestinva juga benmplikasi
kepada perubahan jumlah pegawai. Dalam
kondisi ini, perubahan jumlah pegawai
daerah sebagar akibat dan peleburan instansi
pusat yang ada i dacrmah Jadi (atkala
kewenangan itu diserabkan kepada dacrmah
maka kelembagaannva pun dirubah, dan
sekaligus pegawaimya pun di limpahkan
kepada daerall Data statistik menunjukkan
perubahan vang signifikan dalam jumiah
pegawal, seperti terlihat padatabel 1 berikut:

T8
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Tabel 1
Perbandingan Jumlah Pegawai Daerah
Pra dan Pasca Qtonomi

Jumdbah Pegawai

Sehelum
Eonormi
Daerak

Daeral Prosentase

Perabahan

Sesudal (honomi
Daeraf

I Kab Bandung 26709 35219 31.57%
2 | Kota Bogor - 4190 7337 7 {_'r_'w—"
3 | Kab Clanjur 14856 13374 149%
4 | Kab Ciamis 15204 . 19767 J0.00 %
5| Kotwa Cirebon 3794 5825 33.53%
fi Kota Bekasi 5546 | 8553 34,22%
7| Kota Subang 0602 71997 24,94% |
79961 164072 20.15%

Sumber: Setda Kabupaten Koo Sampel. dislah

Dari tabel di atss terlihai bahwa
pegawal daerah meéngalami  peningkatan
vang cukup besar, rata-rata 30.15% setelah
pemberlakukan UL Nomor 22 Tahun 1999,
kota bogor merupakan daerah vang paling
besar secara relatif penambahan pegawainya,
karena jumlah pegawai daerah sebelum
pelimpahan  relatif sedikit dibandingkan
deernh lainnya. Secara mutlak daerah vang
menerima pelimpahan pegawai pusat vang
paling banyak adalah Kabupaten Bandung.
vaitu sebanyak 8.450 orang Banvaknya
penambahan pegawai di Kabupaten Bandung
ini disebabkan banyaknya personil atau
pegawni di instansi vertikal vang ada di
Kabupaten Bandung sebelum pemberlakuan
UL} Noamor 22 tahun 1999, Sementara itu,
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pelimpahan pegawai pusal ke Pemerintah
Daerah Kabupaten Clanjur, baik dilihat
secara relatif meupun jumiah mutlaknya
paling sedikit. Hal ini disebabkan sedikitnya
pegawal instansi vertikal vang ada di
Kabupaten Clanjur sebelum terjadinya
pelimpahan,

Perirbahan Jumiah Anggaran

Implikasi penting lain dari
penambahan jumlah dan intensitas
kewenangan vang dimiliki daerah adalah
bertambahnya jumlah anggaran vang
diperlukan untuk membiayai
penvelenggaraan kewenangan-kewenangan
tersebut, seperti terlihat pada Tabel 2 berikut;
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Tabel 2
Perbandingan Jumlah Anggaran Daerah
Pra dan Pasca Otonomi Daerah

Juirelinle lnrpgeorin

M ilvar Ry r_i_-_.l.l'J.l__ 2

g T e Nt
Dacrah Pembangunan | Prosvitfas

Fru Pk
(Moo | EMosnenmi

Feruhahan
Pra Piiske Rutin | Pénid
(Nomonn | Mo | L

[ | Kab. Bandung | 290733 412154 IRy 231354 ! A

2 Kot Bopor 2434 164 760 a7 $3002) 13746 14557

3 Kab. Cianiur Lil 967 2800064 36,733 glo06 | J300F | LAnAd

4 | Kah. Cinmis 138,724 F14,.244 13732 a5 003 T48.27 Y303

3 Lota Cirghan 48,337 114078 23378 29577 TG0l 2052

4 Kota Sekayi T A8T 200,622 &J, 204 I57744 | 18044 [49.35

= | Koua Subang grosr] 237331 27887 B7.624) 4721 4267
Jumlah #23.559 | 19319253 283 920 SP2TRI| 13547 | 14400

Froporst Terfiaday 4,365 73.68% 25.64% 26,33%

Tola! Anggran

Sumber: Setda Kabupaten/Kota Sampel, diolah,

Dari datz perubghon jumiah
anggaran seperti terlihat pada tabel di atas,
nampak bahwa secara umum anggaran
pemerintah dacrah mengalami peningkatan
lebih dari 100% (lebih darl dua kali lipat).
Mamun demikian, meskipun anggaran
meningkat lebih dua Kali lipat, tdak bisa
ditafsirkan bahwa pelayvanan yang diberikan
oleh PEMDA meningkat lebih dari dua kali
lipat juga. Peningkatan anggaran yang
begitu besar disebabkan oleh beberapa
fakror. Pertama, sumber pembiavaan
pembangunan di daerah sekarang ini
memang bertumpu kepada APBD, sebagai
implikasi pencrapan asas desentralisasi
dalam penyelenggarsan pemerintahan dan
pembangunan. Penvelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan vang

didasarkan kepada asas
dekonsentrasi melalui instansi pusat di
daerah sama sckali ditiadakan. Dengan
demikian, anggaran pembangunan di dasrah
vang bersumber dari APBN melalui
penyelengparaan dekonsentrasi sama sekali
tidak ada. Kedva, jumlah kelembagan daerah
saat ni jauh lebih sedikit jika dibandingkan
jumlah kelembagaan di daerah sebelum UU
Momor 22 Tahun 1999 (Kelembagaan
Daerah plus Instansi Venikal), Dengan
demikian, anggaran yang sebelumnya milik
instansi vertikal di daerah, sekarang dimiliki
oleh instansi otonom sebagal kompensasi
peningkatan tugas pokok dan fungsi. Ketiga,
terjadi peningkatan harga barang dan jasa
yang begitu tinggi.

Selain bisa dilihat dari prosentase
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peningkatannya, perubahan anggaran daerah
Juga bisa diunjau dari proporsi angearan
rutin dan anggaran pembangunan terh
keseluruhan anggaran daerah. Dari data pada
Tebel 2 nampak bahwa prosentase anggaran
rutin secara umum jauh lebih tinggi
dibandingkan anggaran pembangunan, baik
sebelum maupun sesudah dilakukan
penataan, meskipun secars relatif terjadi
PEfUrunan, namun penurunan tersebut tidak
signifikan, vaiu dari 74.36% menjadi
73.68%. Jika anggaran pembangunan
ditafsirkan sebagai anggaran dalam rangka
investasi untuk penambahan kapasitas
sektoral, dan anggaran rutin diinterpretasi
sebagai angearan untuk memenuhi
kebutuhan pemelibaraan status quo, maka
dapat dilihat prosentase penambahan
kapasitas di daerah relatif sedikit jika
dibandingkan dengan pemeliharaan status
quo.

Apabila diamati lebih cermat,
anggaran rutin daerah secara empirik, antara
lain terdiri dari gaji pegawai dan belanja
barang. Dari keseluruhan anggaran rutin,
biasanya proporsi belanja pegawai
merupakan yang terbesar (lebih kurang 80%
dari keseluruhan anggaran rutin). Jika hal ini
betul, dengan demikian dari keseluruhan
anggaran belanja daerah lebih dari 58% (80%
X 73,68%) dialokasikan untuk menggaji
pegawai mulai dari level terendah sampai
kepada level tertinggi termasuk tunjangan
jabatannya. Selanjutnya, pada level mana
terjadi pembengkakan belanja pegawai
tersebut? Apakah pada tingkat gaji pegawai
non struktural, struktural, atau pejabat
fungsional? Dengan menganalisis data
perubshan anggaran dikaitkan dengan
perubahan jumlah eselon dan jumlah
pegawai, maka kontribusi terbesar terhadap

pembengkakan belanja pegawai tersebut
dapat diprediksikan pada level pejabar
struktural sebagai tunjangan jabatan, karena
gaji pegawai pada dasarnva tetap didasarkan
pada ketentuan sebelumnya, meskipun ada
peru-bahan tetapi tidak begitu besar.

e Hubungan Perubahan Kelembagaan,
Struktur Organisasi, Jumlal Pegawai,
dan Anggaran

Selanjutnya, ada beberapa hal vang
dapat disimpulkan dari fenomena hubungan
antara perubahan jumlah kelembapaan,
strukiur organisasi. jumiah pegawai, dan
Jumlah anggaran daerah, sebagai berikut:

I. Hubungan Antara Perubahan Jumiah
Lembaga Dengan Jumlah Eselon
fStruktur Organisast). Perubahan
Jjumlah lembaga tidak selalu berbanding
lurus dengan perubahan jumlah jabatan
struktural. Hanya di Kota Bogor dan
Kota Cirebon sajs, penurunan jumlah
lembaga ditkuti oleh penurunan jumlah
struktur organisasi (eselon), Aninva, di
Kota Bogor dan Kota Cirebon selain
terjadi pengurangan jumiah lembaga,
Juga terjadi perampingan organisasi pada
institusi-institusi vang ada,

Di Kota Bekasi, meskipun terjadi
pengurangan jumiah lembaga, namun
struktur organisasi justru makin gemuk,
Kondisi ini sebenamya tidak selamanya
Jelek, dalam kondisi tertentu justru lebih
baik dibandingkan dengan menambah
kelembagaan baru. Antinya, di Kota
Bekasi terjadi penggabungan
kelembagaan antar beberapa Bidang
Kewenangan yang relatif homogen
{pertimbangan homogenitas lavanan)
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mamun mempunya beban dan volume
kena relatil sedikit. Untuk mengakomo-
dasi perbedaan substansi_ di Kota Bekasi
imi dipisahkan dalam struktur organisasi
internal. Namun, apabila penggemukan
struktur lersebut justru untuk bagi-bagi
Jjabatan, inilah yang tidak benar.

D1 Kota Subang, Kabupaten Cianjur,
dan Kabupaten Ciamis, meskipun
jumlah kelembagaan tidak berubah,
bahkan meningkat, namun  struktur
orgamisasi justru semakin berkomng,
Hal ini berarti, secara kelembagaan
tidak mengalami perubahan yang
signifikan, namun terjadi perampingan
struktur organisasi. Perampingan imi
scbenamya scbagai implikasi dan PP
Nomor 84 Tahun 2000 Tentang
Organisasi dan Tata Kerga Perangkat
Daerah. vang mengharuskan
penghapusaneselon V'

Hubungan Antara Jumiah Lembaga
Dengan Jumiah Pegawal. Dan data
pada tabel 2 di atas nampak bahwa di
satu sisi iefjadi pengurangan lembaga
(tga dacrah vang pertama), namun di
sist lain tegadi penambahan jumiah
pegawai vang begitu tinggi, Sedangkan
di tiga dacrah terakhir, jumlah lembaga
vang tetap (Subang dan Cianjur) atau
benambah (Ciamis), dibareng penam-
bahan jumlah pegawai. Namun
prosentase penambahan jumlah pegawm
Jauh lebih tnggr jika diban-dingkan
dengan prosentase penambahan jumliah
lembaga. Dengan demikian, di semua
dacrah survey sccara umuom  legadi
penambahan jumlah pegawai di setiap
lembaga daerah vang ada.

Hubungan Antara Perubahan Jumlah
Lembaga Dengan Jumioh Angeoran
{Rutin dan Pembangunan). Dan data di
atas mampak anggaran meningkat
dengan prosentase yang sangat besar,
sedangkan kelembagaan justiru
mengalami pengumngan. Kalaupun di
beberapa daerah mengalami
pemingkatan. prosentasenva jauh lebih
kecil dibandingkan dengan prosentase
kenaikan anggaran. Dengan demikian.
secard umum tenadi peningkatan
jumlah anggaran yang besar bag setiap
kelembagaan dacrahyang ada.

Hubungan Antare Jumiah Eselon
Dengan Jumiah Pegawal. Dan data
pada tabel 2 di mas nampak balwa
Jjumiliah eselon secara umum meningkat,
sedangkan jumlah pegawai meningkat
lebihv tinggi. Hal im berari jumiah
pegawai per umt kema pada berbagail
level secara umum makin banyak. Di
sisi lain, jumlah kewenangan juga
semakin berigmbah. Dengan demikian,
jumiah kewenamgan setap unit kera
semakin  benambah pula Dari dua
fenomena 11 dapat ditank suatu
kesimpulan. balmwa untuk mengakomo-
dasi penambahan kewengan di dacmaly
tidak dengan cara menambah
kelembagaan alau menambah struktur
organisasi, melainkan dengan
spestahisast fungsi dalam setinp unit
organisasi. atau mungkin dengan
pengembangan jabatan fungsional,

Hubungan Amiara Jumilah  Evelun,

Jumiah Pegenvai, dan Jumiah Angearan
Rutin Prosentase peningkatan jumiah

B2
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anggaran mun jauh lebih tinggi jika
dibandingkan dengan prosentase
peningkatan jumlah pegawai.
sedangkan jumlah eselon semakin
berkurang. Dari fenomena ni dapat
ditalsirkan bahwa kenaitkan belanja
rutin Iebih di-dongkrak oleh kenaikan
belanja barang dan tumangan jabatan.
terlebib lagr jika dikaitkan dengan
kebyakan pemenmiah vang memang
meninigkatkan tunjangan jabatan pada
berbagai jenjang

Penutup

Memperhatukan respon daerah
terhadap pemberlakukan UU Nomor 22
Tahun 1999 dalan melakukan penataan
kelembagaan di daerahnya masing-masing.
nampak bahwa secarn umum terdapal
kesamaan persepsi mengenal pertumbangan-
perim-bangan  yang harus dilakukan.
Namun demikian, dalam realita
pertimbangan-pertimbangan ter-sebut tidak
dilakukan. melainkan pertimbangan
subjektivitas vang lebih dikedepankan.
Dalam hal ini, dacrah lebih memperhatikan,
bagaunana mewadalu pegawai ke dalam
kelembagaan, daripada bagaimana
mewadahi kewe-nangan Schubungan
dengan hal tersebut. polirics/ will dar semua
pihak untuk menctapkan (akior-fakior
tenentu sebagai bahan pertimbangan rasional
periu segem diwujudkan Salah satu upaya
ontuk ity adalah dengan membuat suatu
formulasi model vang dapat menjamin
efisiensi. efektivitas, dan keadilan dalam
melakukan penataan kelembagaan dacrah.
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